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ABSTRAK 

LatarbelakangUntukmengetahuipenerapanpidanaterhadappelakutindakpidanapeng

aniayaan di wilayah hukumPolresSalatiga, Untukmengetahuifaktor-

faktorpenyebabterjadinyapenganiayaan di wilayah hukumPolresSalatiga dan 

Untukmengetahuiupayapenanggulanganterhadaptindakpidanapenganiayaan di 

wilayah hukumPolresSalatiga . MetodePenelitian yang 

digunakanadalahmetodeyuridisnormatif dan yuridissosilogis, 

spesifikasidalampenelitianadalahdeskriptisanalistis, metodepopulasi dan sampling 

ialahseluruhobyekatauseluruhgejalaatauseluruhkejadianatauseluruh unit yang 

akanditeliti, teknikpengumpulan data menggunakanstudikepustakaan dan 

wawancara, analisa data yang digunakanbersifatkualitatif. Hasil 

PenelitianyaituPenerapanpidanaterhadaptindakpidanapenganiayaanPasal 351 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

bahwasuatupenerapanpidanaterhadaptindakpidanatergantungpada  dakwaan yang 

diajukan oleh JaksaPenuntutUmum dan pembuktian yang diajukan di 

persidangan, bisamembuktikanunsurtindakpidanapenganiayaan di dalamPasal 351 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan rasa 

sakitfisikataupunUndang-Undang  Hukum Pidana. Putusan Hakim lebihringan 

dan lebihberatdarituntutanjaksaPenuntutUmum dan 

lebihringandariancamanpidanaPasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Sebelumdilakukanpembuktianperludisimaksyaratformil dan 

materiilJaksaPenuntutUmumdalammembuatsuratdakwaanPasal 143 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara 

PidanaFaktorpenyebabtindakpidanapenganiayaanyaitukarenapengaruhemosional, 

faktorlingkungan dan faktorremaja.Upayapenanggulangandengan penal dan non 

penal dalamtindakpidanapenganiayaan 

Kata-kata kunci :Mekanisme, Penerapan, Pidana, TindakPidana, Penganiayaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LatarBelakangMasalah 

Hukum merupakansebuahaturanmendasardalamkehidupanmasyarakat 

yang 

denganhukumitulahterciptanyakedamaianketentramandalamkehidupanmasyara

kat. Terciptanyasuasanaharmonisdalamkehidupanmasyarakatsosial juga 

tidakterlepasdenganhukum yang mengaturnyayakniperbuatanpidana. 

Perbuatanpidanamerupakansuatuistilah yang 

mengandungsuatupengertiandasardalamilmuhukumpidana, 

perbuatanpidanadapatterjadikapansaja dan dimanasaja.  

Masyarakat Indonesia selaluterikatdenganhukum, sesuaidenganUndang-

Undang Dasar Negara KesatuanRepublik Indonesia 1945 

(selanjutnyadisingkat UUD NKRI 1945) setelahamandemenyaituPasal 1 ayat 

(3):  

“Indonesia ialah Negara yang berdasaratasnamahukum (rechtstaat)”, 

tidakberdasarataskekuasaanbelaka (machstaat). Indikasibahwa Indonesia 

menganutkonsepsiwelfare stateterdapat pada 

kewajibanpemerintahuntukmewujudkantujuantujuan negara, sebagaimana 

yang termuatdalamalineakeempatPembukaan UUD NKRI (Undang-Undang 

Dasar Negara KesatuanRepublik Indonesia), yaitu:  

“Melindungisegenapbangsa Indonesia dan seluruhtumpahdarah 

Indonesia, memajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa 
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dan ikutmelaksanakanketertiban dunia”. 

Hukum juga berfungsimencapai tata 

tertibantarhubunganmanusiadalamkehidupansosial. Hukum 

menjagakebutuhanhidup agar terwujudsuatukeseimbanganpsikis dan 

fisikdalamkehidupan, terutamakehidupankelompoksosial yang 

merasakantekananatauketidaktepatanikatansosial. Berartihukum juga 

menjagasupayaselaluterwujudkeadilandalamkehidupansosial (masyarakat). 

Jadi, normahukummerupakansesuatu yang 

berkenaandengankehidupanmanusiadalamkelompoksosialtertentu, 

baikdalamsituasisosial. Hal ituuntukmencapai tata tertib demi keadilan. 

Hukum sebagainormamemilikicirikekhususan, yaituhendakmelindungi, 

mengatur, dan memberikankeseimbangandalammenjagakepentingan 

umum.1adapununsur-

unsurdarihukumitusendiriyaitubahwahukumituberisikanperaturandalamkehidu

panbermasyarakat, hukumitudiadakan oleh badan yang berwenangyakni badan 

legislatifdenganpersetujuan badan eksekutifbegitu pula sebaliknya, 

secaraumumhukumitubersifatmemaksayaknihukumitutegasbiladilanggardapat

dikenakansanksiataupunhukumnyasesuaidenganketentuan yang berlaku.2 

Suatuperbuatandisebutsebagaisuatutindakpidanaapabilaperbuatantersebu

tdikatakanmelawanhukum dan dapatdicela oleh 

ancamansehinggadapatdipidanasesuaidenganperaturanperundang-undangan. 

                                                
1 Muhammad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hal 4. 
2 Zainal Asikin, 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,hal 23. 
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Secaraumumhukumpidanaberfungsisebagaialatuntukmenata dan 

menertibkankehidupanmasyarakatsupayamenciptakan dan 

memeliharaketeraturandisiplindalammasyarakat. Hal 

inidisebabkanbanyaknyakepentingan dan kebutuhandiantarasubjekhukum. 

Kebutuhan yang satutidakakansamadengan yang lain, 

terkadangsalingbertentangan. 

Untukmenghindarikerugiantersebutdalamrangkamemenuhikebutuhanataukepe

ntinganmasing-masingsubjekhukum. 

Sudahdipastikanbahwahukummemberikanbatasandalammemenuhihak dan 

kewajiban di antarapelaku dan penegak hukum.3  Pada hakikatnya, 

penegakanhukumbertujuanuntukmewujudkanketertiban dan 

kepastianhukumdalammasyarakat yang berintikan pada keadilan.4 

Tindakpidanaataukejahatansebagaiperbuatanmanusiaselalumengalamipe

rkembangansebagaimanaperkembangandarimasyarakatitusendiri. 

Berbagaiperubahansenantiasaterjadibaiksecaraperlahanhinggahampirluputdari

peninjauan yang biasa, 

atauterjadibegitucepatsehinggasukaruntukmenyatakandenganpastiadanyalemb

agakemasyarakatan yang menetap, 

dalamhalinimenanganiataumemprosessuatutindakpidanaataukejahatan. 

Berbagaimacamkejahatanterhadaptubuh dan 

kejahatanterhadapnyawaataubiasadikenaldenganpenganiayaan dan 

                                                
3 Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, 

Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, No. 1, (November 2019), hal 10 
4 Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 

2014), hal 17. 
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pembunuhan. Tindakan penganiayaanmenjadi salah satufenomena yang 

sulithilangdidalamkehidupanbermasyarakat. Berbagaitindakanpenganiayaan 

yang seringterjadisepertipemukulan dan 

kekerasanfisikseringkalimengakibatkanluka pada 

bagiantubuhatauanggotatubuh korban, bahkantidakjarangmembuat korban 

menjadicacatfisikseumurhiduptermasukkematian. 

Selainitutindakanpenganiayaan juga 

tidakjarangmenimbulkanefekataudampakpsikis pada si korban seperti trauma, 

ketakutan, ancaman, bahkanterkadangada korban penganiayaan yang 

mengalamigangguanjiwa dan mental. 

Fenomenatindakanpenganiayaanbukanlahhal yang barudalamaksi-

aksikekerasanfisik dan psikis, dan dapatdijumpaidimanamanaseperti di 

lingkunganrumahtanggaataukeluarga, di tempatumum, maupun di tempat-

tempatlainnyasertadapatmenimpasiapasajabilamenghadapisuatumasalahdenga

n orang lain. 

PenganiayaandiaturdalamBukuKeduatentangKejahatan, dalam Bab XX 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiridari (Pasal 351, 

Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355). 

MenurutHoogeRaadpenganiayaanmerupakansetiapperbuatan yang 

dilakukandengansengajauntukmenimbulkan rasa sakitataulukakepada orang 

lain, dan semata-matamenjaditujuandari orang itu dan 

perbuatantaditidakbolehmerupakansuatualatuntukmencapaisuatutujuan yang 

diperkenankan. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana)tidakdijelaskanpengertiannyasecaraspesifiktetapimaknadaripenganiaya

antersebutberupaperbuatan yang 

memangdilakukandengansengajauntukmenimbulkan rasa 

sakitataslukaterhadaptubuh orang lain demi untukmelampiaskan rasa 

kekecewaanmereka kepadanya.5 

Menurutdoktrinhukumpidana, 

tindakpidanapenganiayaanmempunyaiunsursebagaiberikut: 

 1) Adanyaperbuatan.  

2) Perbuatantersebutdilakukandengansengaja 

3) Perbutantersebutmengakibatkanterjadinyasesuatu yang dilarang, yaitu rasa 

sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang 

melekatpertamaberupaunsursubjektif (kesalahandaripelaku) 

kemudiandihubungkandenganunsurobjektif. P. A. F. 

LamintangberpendapatbahwaUnsurSubjektifmerupakanunsur yang menyatu 

pada dirisipelakuataumemilikihubungandengankepribadiannya dan 

termasukdidalamnya, yaknisegalasesuatu yang adadalamhatinya (Means Rea). 

SelanjutnyaUnsurObjektifmerupakanunsur yang 

memilikihubungandengankeadaannya, 

yaitudalamkeadaantertentudimanatindakandarisipelakuituharusdilakukan 

(Actus Reus).6 

Berdasarkanuraiandiataspenyusuntertarikuntukmengadakanpenelitian 

                                                
5 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan 

Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 5. 
6 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2013), hal 193. 
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dan menyusunnyamenjadisebuahSkripsidenganjudul: “MEKANISME 

PENERAPAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

MENURUT PASAL 351 PADA KUHP DI WILAYAH HUKUM 

POLRES SALATIGA”. 

 

2. PerumusanMasalah 

Denganmendasarkan pada permasalahantersebut di atas, 

makakiranyapenulismencobauntukmerumuskanpokok-

pokokmasalahsebagaiberikut : 

4. Bagaimanamekanismepenerapanpidanaterhadappelakutindakpidanapengani

ayaan di wilayah hukumPolresSalatiga? 

5. Apasajakendalamelaksanakanmekanismepenerapanpidanaterhadappelakuti

ndakpidanapenganiayaan di wilayah hukumPolresSalatiga? 

6. Bagaimanaupayapenanggulanganterhadaptindakpidanapenganiayaan di 

wilayah hukumPolresSalatiga ? 

3. TujuanPenelitian 

Penelitianbertujuanuntukmenemukan, mengembangkan dan 

mengujikebenaransuatupengetahuansertamemecahkanmasalah-masalah yang 

adaatau yang akandihadapinya, denganmenggunakancara-cara dan metode 

yang bersifatilmiah. 

Adapun 

tujuanpenelitiandalamrangkapenyusunanskripsiiniadalahsebagaiberikut : 

1. Untukmengetahuimekanismepenerapanpidanaterhadappelakutindakpida

napenganiayaan di wilayah hukumPolresSalatiga 
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2. Untukmengetahuikendalamelaksanakanmekanismepenerapanpidanaterh

adappelakutindakpidanapenganiayaan di wilayah hukumPolresSalatiga 

3. Untukmengetahuiupayapenanggulanganterhadaptindakpidanapenganiay

aan di wilayahhukumPolresSalatiga 

4. KegunaanPenelitian 

Manfaatdaripenelitianiniharuslahmengandungkepentingan yang 

bersifatilmiahuntukituseorangpenelitiwajibmengemukakantentangapa yang 

diperolehdaripenelitianya. Dalampenelitianinipenulisberharap agar 

penelitianinibermanfaatbagi para pembaca. Sehubungandenganalasan-alasan 

yang telahpenuliskemukakan, makadisiniakanpenuliskemukakan juga 

manfaatdaripenulisanini, 

adapunmanfaatdaripenulisanskripsiiniadalahsebagaiberikut : 

1. Manfaatteoritis 

- Penulisberharapdenganadanyapenelitianinidapatmenambahpengetahua

ntentangpenerapanpidanaterhadappelakutindakpidanapenganiayaan 

- Pengembanganilmuhukum, khususnyan Hukum Pidana 

2. Manfaatpraktis 

- Peneliti 

Hasil 

penelitiandapatmemberikanmasukankepadapenelitimengenaimekanism

epenerapanpidanaterhadappelakutindakpidanapenganiayaan 

-    Lembaga Kepolisian 
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Hasil 

penelitiandapatmemberikanmasukanataupengetahuankepadaLembaga 

Kepolisiandi wilayah hukumPolresSalatiga, 

mengenaiancamanpidanaataupenerapanpidanaterhadappelakutindakpid

anapenganiayaan 

 

5. SistematikaSkripsi 

Dalampenyusunanskripsiiniuraikanmenjadi lima bab, 

dimanaantarababsatudengan yang lain akandibahasdalamruanglingkup dan 

materipembahasan yang sesuaidengankelompokmasing-masing. Adapun 

sistematikaskripsiinidisusunsebagaiberikut : 

Bab I, Pendahuluanberisilatarbelakangmasalah, perumusanmasalah, 

tujuanpenelitian, kegunaanpenelitian, sistematikaskripsi. 

Bab II, Tinjauanpustakaberisi, Tinjauantentangtindakpidana, 

Tinjauantentangpenganiayaan, TinjauantentangKepolisian 

Bab III, Metodepenelitianberisimetodependekatan, 

spesifikasipenelitian, metodepopulasi dan sample, metodepengumpulan data, 

metodepenyajian data, metodeanalisa data 

Bab IV, Hasil penelitian dan 

pembahasanberisiBagaimanamekanismepenerapanpidanaterhadappelakutinda

kpidanapenganiayaan di wilayah 

hukumPolresSalatiga,Apasajakendalamelaksanakanmekanismepenerapanpida

naterhadappelakutindakpidanapenganiayaan wilayah hukumPolresSalatiga, 
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Bagaimanaupayapenanggulanganterhadaptindakpidanapenganiayaan di 

wilayah hukumPolresSalatiga 

Bab V, Penutupberisikesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. MekanismePenerapanPidana’ 

Mekanismemerupakanpandanganbahwa interaksi bagian-

bagiandenganbagian-

bagianlainnyadalamsuatukeseluruhanatau sistem secaratanpadisengajamengh

asilkankegiatanataufungsi-fungsisesuaidengan tujuan.7 

Mekanismepenerapanpidanamerupakansuatupenerapanhukuman yang 

di jatuhkankepada para pelakutindakpidana yang 

                                                
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme 

https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
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melakukanperbuatanmelawanhukum, 

dimanaperbuatantersebutdapatmerugikandirisendirimaupun orang lain dan 

telahdiaturdalamsuatuundang-undangtertentu. Di Indonesia 

sendiripenerapansanksipidanatelahdiaturdalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidanauntuktindakpidana yang bersifatumum, 

sedangkanuntuktindakpidana yang 

bersifatkhusustelahdiaturdalamsuatuundang-undang yang 

berkaitandengantindakpidanatersebut. 

Dalampenerapansanksiatauhukumanpidanaterhadapseseorang yang 

terbuktimelakukantindakpidana, menurutketentuanPasal 10 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana), hukumanituterdiridaripidanapokok dan 

pidanatambahan. Pidanapokokterididari :pidanamati, pidanapenjara, 

pidanakurungan dan denda. Sementarapidanatambahanterdiridari 

:pencabutanhak-haktertentu, perampasanbarang-barangtertentu, dan 

pengumumanputusan hakim. Secaratradisionalteori-teoripemidanaan pada 

umumnyadapatdibagidalamduakelompokteori, 

yaituteoriabsolutatauteoripembalasan  (retributive/vergeldingtheorieen) dan 

teorirelatifatauteoritujuan (utilitarian/doeltheorieen), yang 

dapatdijelaskansebagaiberikut :8 

 a. Teoriabsolutatauteoripembalasan (retributive/vergeldingtheorieen) 

Teoriabsolut, menurutteoriinipidanadijatuhkansemata-sematakarena 

orang telahmelakukansuatukejahatanatautindakpidana (quiapeccatumest).  

                                                
8 Dwidja Priyatno,  Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 

2006, hlm. 24 
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b. Teorirelatifatauteoritujuan (utilitarian/doeltheorieen) Oleh 

karenateoripembalasankurangmemuaskan, makatimbulteorirelative. 

Teoriinibertitiktolak pada dasarbahwapidanaadalahalatuntukmenegakkan 

tata tertibdalammasyarakat.  

Mengenaiteori-teoritentangtujuanpemidanaaninidikenal juga teori 

treatment (teoripembinaan/perawatan). Treatment 

sebagaitujuanpemidanaandikemukakan oleh aliranpositif yang 

berpendapatbahwapemidanaansangatpantasdiarahkankepadapelakukejahatan, 

bukan pada perbuatannya. Namunpemidanaandimaksudkan oleh 

aliraniniuntukmemberitindakanperawatan (treatment) dan perbaikan 

(rehabilitation) kepadapelakukejahatansebagaipenggantidaripenghukuman. 

Aliraniniberalaskanpahamdeterminisme yang 

menyatakanbahwaseseorangmelakukankejahatanbukanberdasarkankehendakn

yakarenamanusiatidakmempunyaikehendakbebas dan dibatasioleh 

berbagaifaktor, baikwatakpribadinya, faktorbiologis, maupunfaktor 

lingkungan.9 

Pemidanaanseyogyanyamemperhatikantujuanpemidanaan yang 

bersumberdarifilsafatpemidanaan, yang dijelaskanlebih detail di 

dalamberbagaiteoritujuanpemidanaan. Pidana yang 

dijatuhkanidealnyaharussesuaidengantujuanpemidanaan, 

sehinggadampakpositif yang diharapkandaripemidanaanitudapat tercapai.10 

B. TindakPidana 

                                                
9Marlina,  Hukum Penitensiere, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 59. 
10 Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, Pemidanaan, Medan, USU Press, 2011,hlm.3 
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Istilahpidanadiartikansebagaisuatusanksipidana yang 

diberikankepadaseseorang yang melanggarUndang-Undang. 

TindakPidanamerupakanterjemahandari Bahasa Belanda 

StrafbaarFeit.11SelainistilahStrafbaarFeitdi Belanda dipakai pula istilahlain, 

yaituDelict yang berasaldari Bahasa latinyaituDelictum dan di Indonesia 

dikenaldengandelik. Bagi Simons 

StrafbaarFeitadalahsuatutindakanatauperbuatan yang diancamdenganpidana 

oleh Undang-Undang, bertentangandenganhukum(Onrechmatig), dan 

dilakukandengankesalahan oleh orang yang mampubertanggungjawab. 

Menurut Van Hamel, StrafbaarFeitdikatakansebagaikelakuan orang 

(MenselijkeGedraging) yang dirumuskandalamWet, yang 

bersifatmelawanhukum yang patutdipidana(Strafwaarding) dan 

dilakukandengan kesalahan.12 

MenurutMoeljatno, perbuatanpidanamerupakanperbuatan yang 

dilarang oleh suatuaturanhukumlarangan yang mana disertaiancaman (sanksi) 

yang berupapidanatertentu, dan bagibarangsiapa yang 

melanggarlarangantersebut. Utrecht 

mengatakantindakpidanamerupakanadanyakelakuan yang melawanhukum, 

adaseorangpembuat(Dader) yang 

bertanggungjawabataskelakuannyaberdasarkankesalahan(Element Van 

Schuld) dalamarti kata sebagaibertanggungjawab. (Strafbaarheid Van De 

Dader). Dengandemikiantindakpidanamerupakansuatuperbuatan yang pada 

                                                
11Marlina, Hukum Penitensier, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal. 13. 
12Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 68. 
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dasarnyamelanggarhukumatau yang dilarangperbuatantersebut oleh Undang-

Undangdalambentuksuatuperbuatanmaupuntingkahlakuseseorang yang 

perbuatantersebutdiacampidana oleh Undang-Undang.13 

R. 

Tresnamengemukakanbahwasuatuperistiwapidanamerupakanserangkaianperis

tiwadimanaperbuatan yang bertentangan dan diancam oleh Undang-Undang 

yang mana perbuatantersebutdiadakansebagaitindakan penghukuman.14 

DalamKamus Bahasa Indonesia tercantumsebagaiberikut :15 

Delikadalahperbuatan yang 

dapatdikenakanhukumankarenamerupakanpelanggaranterhadapundang-

undangtindakpidana. 

Berdasarkanrumusan yang, makadelikmemuatbeberapaunsur yaitu:16 

1. Suatuperbuatanmanusia 

2. Perbuatanitudilarang dan diancamdenganhukuman oleh undang-

undang 

3. Perbuatanitudilakukan oleh seseorang yang 

dapatdipertanggungjawabkan 

Menuru Simon berpendapat, 

tindakpidanaadalahsebagaiberikutperbuatanmanusia yang 

                                                
13EY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas–asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya,(Jakarta: Storia Grafika, 2002) hal. 205. 
14Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungajawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui 

Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 3 

 
15 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 45 
16 Ibid 
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bertentangandenganhukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang 

dapatdipersilahkan dan dapatdipertanggungjawabkankepadasi pembuat.17 

Jadi unsur-unsurtindakpidanamenurut Simon, ada lima syarat yang 

menentukansuatuperbuatansebagaitindakpidana, yaitu : 

1. Perbuatanmanusia 

2. Bertentangandenganhukum 

3.  Diancamdenganpidana 

4. Mampu bertanggungjawab 

5. Dapatdipersalahkankepada di pembuat 

Pasal-pasaldalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)tidakada yang menegaskanpengertiantindakpidana, 

sehinggatimbulpendapatdariahlihukumpidana. Moeljatno, 

menyatakanperbuatanpidanaadalahsuatuperbuatan yang oleh 

aturanhukumdilarang dan diancampidana, barangsiapamelanggarlarangan 

tersebut.18 

UnsurtindakpidanamenurutMoeljatno, adalah :19 

1. Perbuatanmanusia 

2. MemenuhirumusanUndang-undang  (syaratformil) 

3. Bersifatmelawanhukum (syaratmateriil) 

4. Adanyakesalahan 

Dari uraian-uraian di atas, yang menjadiunsur-unsurtindakpidanaadalah : 

                                                
17Simon dalam Abdul Kadir, materi Kuliah Hukum Pidana I, UNS, Surakarta, 1984, hal. 37 
18 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cetakan III, 

Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 14 
19Ibid 
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1. Perbuatanmanusia 

Unsur yang 

pertamainiadalahperbuatanatautindakandariseseorang dan 

perbuatanituadalahtitikpenghubungataudasaruntukpemberianpidana. 

Perbuatanitumeliputiberbuatatautidakberbuat, 

dikenakanpidanatermasukperbuatandalamartiluasseperti yang 

tercantumdalam Bab V pasal 55 dan pasal 56 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana)yaitu 

:tentangpenyertaanituadalahkelakuanatautindakandariseseorang. 

2. Perbuatan yang memenuhirumusanUndang-undang. 

Unsur yang keduaini, tidakselalubersifatmelawanhukum, 

mengkinadahal yang menghilangkansifathukumnyadariperbuatan 

yang dilakukan oleh sipembuat. Misalnya :regutembak yang 

menembakterhukumhinggamati, 

dapatdikatakanbahwaregutembakitumembunuh orang. 

Padahalmembunuh orang itutermasukperbuatan yang melawanhukum 

dan dapatdipidana. Akan 

tetapikarenaregutembakitumenjalankanperintahUndang-

Undangmakaregutembaktersebuttidakdapatdipidana. 

Contoh di atas, hal yang 

menghilangkansifatmelawanhukumnyasudahditentukanUndang-

undang, sehinggatidakdapatdikenakanpidana, dan contoh yang 

berikutiniseorangdokter yang 



25 

 

membunuhpasiennyaataspermintaandarisipasiennyaitusendiri, 

karenadisebabkanpenyakitnya yang tidakkunjungsembuh. Contoh di 

atasdapatkitaambilkesimpulanbahwa, 

keduanyamelakukanpembunuhan, akantetapi yang satudilindungi oleh 

Undang-undang. Sedangkan yang satunyatindakdilindungi oleh 

Undang-undang. Aabilaperbuatanitumemenuhirumusandelik, 

makahalitumerupakantandabahwaperbuatantersebutbersifatmelawanh

ukum, tetapimasihdaptditerobos oleh alasanpembenar. 

3. Bersifatmelawanhukum 

Arti darisifatmelawanhukum, adalah : 

a. Bertentangandenganhukum 

b. Bertentangandenganhak orang lain  

c. Tanpakewenanganatautanpahak, 

halinitidakdiperlubertentangandenganhukum 

Unsurketigainimerupakansuatupenilaian yang 

obyektifterhadapperbuatan, bukanterhadapsipembuat. 

Suatuperbuatanbersifatmelawanhukumapabilaperbuatanitumasukrumu

sandelik, sebagaimanaditentukandalamundang-undang. 

4. Adanyakesalahan 

Unsur yang keempatini, dipidananyaseseorangtidaklahcukup, 

apabila orang tersebuttelahmelakukanperbuatan yang 

bertentangandenganhukum, 

meskipunperbuatantersebutmemenuhirumusantindakpidana dan 
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tidakdibenarkan oleh hukum, 

namunhaltersebutbelummemenuhisyaratuntukdapatdipidana. 

Untukdapatdipidananyaseseorangmasihmemerlukansyaratyaitubahwa 

orang tersebutharusmempunyaikesalahan, artikesalahan yang seluas-

luasnyaadalahdapatdisamakandenganpengertianpertanggunganjawabd

alamhukumpidana, yang di dalamnyaterkandungmaknadapatdicelanya 

di pembuatatasperbuatannya. 

Pengertiankesalahandapatdiartikanbahwaseseorangmelakukanke

salahanperbuatan yang bertentangandenganhukummaka orang 

tersebutsudahmelakukankesalahansehingga orang 

itudapatdiancampidana. Tindakpidana yang 

dilakukannyaharusdapatdipertanggungjawabkan, kesalahanmerupakan 

salah satuunsur yang 

sangatmenentukanuntukdapatdipidananyapelakutindakpidana, 

tanpaadakesalahan orang yang 

menjadipelakutindakpidanatidakdapatdipidana. 

Dalamhukumpidanaterdapatasas “tiadapidanatanpakesalahan”  

Tiadaseorang pun 

dapatdijatuhipidanakecualiapabilapengadilankarenaalatpembuktian 

yang sahmenurutUndang-undangmendapatkeyakinanbahwaseorang 

yang dianggapdapatbertanggungjawabtelahbersalahatasperbuatan 

yang dituduhkanatasdirinya. 

Unsurkesalahanadalah : 
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1. Ada kemampuanbertanggungjawab pada diripembuat, 

keadaanjiwaharus normal. 

2. Ada hubunganbathinantarapembuat dan 

perbuatannyaberupakesengajaanataukealpaan. 

3. Tidakadaalasanpemaafataualasan yang menghapuskankesalahan. 

Jika ketigaunsurtersebutada, maka orang yang 

bersangkutandapatdinyatakanbersalahataumempunyaikesnaggup

anuntukmenanggungperbuatannya, sehinggaiadapatdipidana. 

Untukadanyakesalahandalamarti yang seluas-luasnya, orang 

yang 

bersangkutanharusdinyatakanterlebihdahulubahwaperbuatannyat

idakmelawanhukum, 

tidakperluunukmenetapkankesalahansipembuat. 

Sebaliknyaseseorang yang melakukanperbuatan yang 

melawanhukumtidakdengansendirinyadapatdicelaatasperbuatan

nya. 

Tindakpidana yang dilakukan oleh seseorangatauseseorang yang 

melakukanperbuatan yang melawanhukum yang ada, 

dapatdipidanasesuaiapa yang dilakukan dan sesuaikandenganundang-

undang yang berlakuyaitusesuaidenganpasaldalam KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana). Orang melakukantindakpidana dan orang 

tersebut di pidanaataumenjalanihukuman. Tujuan diadakan pidana 

(Straafrechtstheorieen) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui 
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sifat dari pidana (straffen) dan dasar hukum pidana (de rechtsgrond van de 

straf). 

Tujuan pemidanaan menurut Van Hamel dibedakan sebagai berikut : 

a. Pidana/pemidanaanharusmemuatsuatuunsurmenakutkansupayamenceg

ahpenjahat yang 

mempunyaikesempatanuntuktidakmelaksanakanniatburuknya 

b. Harus mempunyaiunsurmemperbaikiterpidana 

c. Mempunyaiunsurmembinasakanpenjahat yang 

tidakmungkindiperbaiki 

d. Mempertahankan tata tertib hukum20 

Menurutteoritujuan yang dinamakan “derelatievetheorieen” yaitu :21 

a) Pencegahan yang ditujukan khalayak ramai/kepada semua orang agar 

supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat 

b) Agar mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan 

c) Memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang baik 

d) Menyingkirkan penjahat, karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki 

lagi (hukuman seumur hidup atau mati) 

e) Memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu 

Jadi dapat dikatakan maksud dari tujuan pemidanaan itu sendiri ialah : 

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 

pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk 

                                                
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 

36 
21Bambang poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hal. 29  
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b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi 

anggota masyarakat yang baik 

c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh 

tindak pidana 

d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. 

C.  TinjauanKepolisian 

Polisiadalahanggota badan pemerintah yang 

bertugasmemeliharakeamanan dan ketertibanumum. Kata 

polisidapatmerujukkepada salah satudaritigahal, yaitu orang, institusi 

(lembaga) ataufungsi. Polisi yang 

bermaknainstitusibiasakitasebutdenganKepolisian. Arti 

polisisebagaifungsiatausebagai “kata kerja” berasaldaribahasainggris “to 

police,” yaitupekerjaanmengamati, memantau, 

mengawasisegalasesuatuuntukmenangkapgejala yang terjadi. Gejala yang 

ditangkap oleh 

mataseorangpolisilantasdimasukkankedalamotaknyauntukdiprosesberdasarka

nstandarnorma yang dimilikinya, makapolisiakanmelakukansegalatindakan 

yang diperlukanuntukmengupayakan agar situasikembali normal 

sebagaimanasehinggasesuaidenganstandar 

norma.22DalamketentuanumumUndang-Undang No. 2 Tahun 2002 

                                                
22Erma Yulihastin, Bekerja Sebagai Polisi, (Erlangga: Jakarta, 2008), hal. 3. 
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terdapatrumusanmengenaidefinisidariberbagaihal yang berkaitandenganpolisi, 

termasukpengertiankepolisian. 

Hanyasajadefenisitentangkepolisiantidakdirumuskansecaralengkapkarenahan

yamenyangkutsoalfungsi dan lembagapolisisesuai yang 

diaturdalamperaturanperundang-undangan. SelengkapnyaPasal  1Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi :Dalamundang-undangini yang 

dimaksuddengan: 

1.  Kepolisianadalahsegalahalihwal yang berkaitandenganfungsi dan 

lembagapolisisesuaidenganperaturanperundang-undangan; 

2.  Anggotakepolisian Negara republik Indonesia adalahpegawai negeri pada 

kepolisian Negara RepubliK Indonesia; 

3.  Pejabatkepolisian Negara Republik Indonesia adalahanggotakepolisian 

Negara republik Indonesia yang berdasarkanundang-

undangmemilikiwewenangumumkepolisian; 

4.  Peraturankepolisianadalahsegalaperaturan yang dikeluarkan oleh 

kepolisian Negara Republik Indonesia dalamrangkamemeliharaketertiban 

dan menjaminkeamananumumsesuaidenganperaturanperundang-

undangan; 

5. Keamanan dan 

ketertibanmasyarakatadalahsuatukondisidinamismasyarakatsebagai salah 

satuprasyaratterselenggaranya proses 

pembangunannasionaldalamrangkatercapainyatujuannasional yang 

ditandai oleh terjaminnyakeamanan, ketertiban dan tegaknyahukum, 
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sertaterbinanyaketentraman, yang 

mengandungkemampuanmembinasertamengembangkanpotensi dan 

kekuatanmasyarakatdalammenangkal, mencegah, dan 

menanggulangisegalabentukpelanggaranhukum dan bentuk-

bentukgangguanlainnya yang dapatmeresahkan 

masyarakat; 

6. Keamanandalam negeri adalahsatukeadaan yang 

ditandaidenganterjaminyakeamanan dan ketertibanmasyarakat, tertib dan 

tegaknyahukum, sertaterselenggaranyaperlindungan, pengayoman, dan 

pelayanankepadamasyarakat; 

7. Kepentinganumumadalahkepentinganmasyarakat dan 

ataukepentinganbangsa dan Negara demi terjaminnyakeamanandalam 

negeri; 

8.  PenyelidikadalahpejabatKepolisian Negara Republik Indonesia yang 

diberikewenangan oleh undang-undanguntukmelakukanpenyelidikan; 

9.  Penyelidikanadalahserangkaiantindakanpenyelidikuntukmencari dan 

menemukansuatuperistiwa yang 

didugasebagaitindakpidanagunamenentukandapatatautidaknyadilakukanp

enyidikanmenurutcara yang diaturdalamundang-undang; 

10. PenyidikadalahpejabatKepolisian Negara Republik Indonesia yang 

diberikewenangan oleh undang-undanguntukmelakukanpenyidikan; 

11. Penyidikpegawai negeri sipiladalahpejabatpegawai negeri sipiltertentu 

yang berdasarkanperaturanperundang-undanganditunjukselakupenyidik 
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dan 

mempunyaiwewenanguntukmelakukanpenyidikantindakpidanadalamling

kupundang-undang yang menjadidasarhukumnyamasing-masing; 

12. Penyidikpembantuadalahpejabatkepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat 

oleh kepalakepolisian Negara Republik Indonesia 

berdasarkansyaratkepangkatan dan 

diberiwewenangtertentudalammelakukantugaspenyidikan yang 

diaturdalamundang-undang; 

13. 

Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidikandalamhaldanmenurutcar

a yang diaturdalamundang-

undanguntukmencarisertamengumpulkanbukti yang 

denganbuktiitumembuatterangtentangtindakpidana yang terjadi dan 

gunamenemukannyatersangkanya; dan 

14. Kepalakepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnyadisebutkapolriadalahpimpinankepolisian Negara Republik 

Indonesia dan penanggungjawabpeyelenggaraanfungsikepolisian 

3. TinjauanPenganiayaan 

TindakPidanapenganiayaan yang diaturdalamPasal 351 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)itumerupakantindakpidanamateriil, 

hinggatindakpidanatersebutbarudapatdianggapsebagaitelahselesaidilakukan 

oleh pelakunya, jikaakibatnya yang tidakdikehendaki oleh undang-
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undangitubenar-benartelahterjadi, yakniberupa rasa sakit yang dirasakan 

oleh orang lain. Seperti yang telahdikatakandiatas, 

walaupununtukdapatdipidananyapelaku, akibatberupa rasa sakit pada orang 

lain ituharusbenar-benartimbul, 

akantetapiopzetdaripelakutidaklahperluditujukan pada akibattersebut. 

Tindakpidanapengeroyokan dan penganiayaansampaimengakibatkan 

korban meninggal dunia merupakanpelanggaranhukumatastindakpidana 

yang mendapatisuatudelik yang dilakukandengansengaja, 

misalnyasengajamerampasjiwa orang lain seperti yang 

diaturdalamketentuanPasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP),  disampingitu juga 

tindakkejahatantersebutdapatdikenakansanksihukumanPasal 170 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dapatdisangkakanPasal 351 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)tentang penganiayaan23 

1. Penganiayaandiancamdenganpidanapenjara paling lama duatahundelapan 

2. Jika perbuatanmengakibatkanluka-lukaberat, yang 

bersalahdiancamdenganpidanapenjara paling lama lima tahun. 

3. Jika mengakibatkanmati, diancamdenganpidanapenjara paling lama 

tujuhtahun. 

4. Denganpenganiayaandisamakan, sengajamerusakkesehatan. 

                                                
23Pancar Triwibowo. 2012. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan 

Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak 

Bola(Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembanguan Nasional “Veteran”, Jawa 

Timur 
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5. Percobaanuntukmelakukankejahataninitidak di pidana 

bulanataupidanadenda paling banyakempatribu lima ratus rupiah 

Berdasarkanperbuatannyauntukdapatdisebutsebagaitelahmelakukans

uatupenganiayaanitutidaklahperlubahwaopzetdaripelakusecaralangsungharu

sditujukan pada perbuatanuntukmembuat orang lain 

merasasakitataumenjaditerganggukesehatannya, tetapi rasa 

sakitatauterganggunyakesehatan orang lain 

tersebutdapatsajaterjadisebagaiakibatdariopzetpelaku yang ditujukan pada 

perbuatan yang lain.24 

Tindakpidanapenganiayaandiatur di dalam BUKU KEDUA, Bab XX 

(Pasal 351 sampaiPasal 358) KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana), di mana di mukapasalpenganiayaaniniterdapat Bab XIX yang 

mengaturpasalpenganiayaandimuat pada Bab XXI yang 

mengaturtentangmenyebabkanmatiatauluka-lukakarenakealpaan. Ketiga 

Bab tersebuttempatnyaberdekatan, karenamerupakantindakpidana yang 

berkaitandengantubuh dan nyawa orang. DalamPasal 351 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Pidana)hanyamenyatakanbahwapenganiayaandihukumndenganhukumanpen

jaraselama-lamanyaduatahundelapanbulanataudendasebanyak-

banyaknyatigaratus rupiah. Oleh karenaitu di dalamUndang-

undangtidakmemberikanketentuantentangmaksudistilah 

“Penganiayaandengansengajamengganggukesehatan orang” 

                                                
24P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap 

Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2012,hal 131 
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disamakandenganpenganiayaan, 

apabiladalampenganiayaanitumembawaakibat pada matinya orang, 

makasebagaihukumannyadiperberatPasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)tidakmenunjuk pada 

perbuatantertentu, sehinggadapatdikatakanbahwanampakadarumusansecara 

“materiil” tetapitidaknampaksecarajelasadawujudakibat yang 

harusdisebabkan. MenurutPasal 351 ayat (4) KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana)penganiayaandisamakandenganmerugikan orang lain 

dengansengaja, dengandemikianunsurkesengajaaniniterbatas pada 

ujudtujuan, tidaksepertiunsurkesengajaandaripembunuhan.. 

ApabilasuatupenganiayaanmengakibatkanlukaberatmakamenurutPasal 

351 ayat (2) maksimumhukumandijadikan lima tahunpenjara, 

sedangkanjikaberakibatmatinya orang makamenurutayat (3) KUHP(Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Pidana)maksimumhukumanmeningkatlagimenjaditujuhtahunpenjara. 

Duamacamakibatiniharustidakdituju dan juga harustidakdisengaja, 

sebabkalaumelukaiberatinidisengajamakaadatindakpidana 

“Penganiayaanberat” dariPasal 354 ayat (1) 

denganmaksimumhukumandelapantahunpenjara. 

Hukumaninimenjadisepuluhtahunjikaperbuataninimengakibatkanmatinya 

orang, sedangkankalaumatinya orang disengaja, 

tindakpidananyamenjadipembunuhan yang diancamdenganmaksimum lima 

belastahunpenjara. 
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Menurutpasal 90 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 

istilah “lukaberat” berarti : 

a. Jatuhsakitataumendapatluka yang 

tidakmemberiharapanakansembuhsamasekali, atau yang 

menimbulkanadanyamaut. 

b.

 Tidakmamputerusmenerusuntukmenjalankantugasjabatanataupeker

jaanpencaharian. 

c. Kehilangan salah satupancaindera 

d. Mendapatcacatberat 

e. Menderitasakitlumpuh 

f. Terganggudayapikirselamaempatminggulebih. 

g. Gugurnyaataumatinyakandunganseorang perempuan.25 

Penganiayaan yang 

dilakukandenganrencanaterlebihdahulusecaratenang, menurutPasal 353 

KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)maksimumhukumanmenjadiempattahunpenjaraapabilaterdapatlukab

erat, pidanapenjara paling lama tujuhtahun dan 

sembilantahunpenjaraapabilaberakibatmatinya orang, 

sedangpenganiayaanberatdilakukandengandirencanakanterlebihdahulusecara

tenang, makamenurutPasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)maksimumhukumanmenjadiduabelastahunpenjara, dan 

                                                
25 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta), 1993, hal. 44 
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apabilaberakibatmatinya orang menjadi lima belastahunpenjara. 

Unsurperencanaaninitidakperluadatenggangwaktu, antarawaktu dan 

waktumelakukanperbuatanpenganiayaanberatataupembunuhan, 

sebaliknyameskipunadatenggangwaktu yang tidakbegitupendek, 

belumtentudikatakanadarencanaterlebihdulusecaratenang. 

Inisemuatergantung pada keadaankonkretdariseiapperistiwa. 

Macam-macamtindakpidanapenganiayaan : 

a. Penganiayaanbiasa (Pasal 351 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)) 

b. Penganiayaanringan (Pasal 352 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)) 

c. Penganiayaan yang direncanakanterlebihdahulu (Pasal 353 KUHP(Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana)) 

d. Penganiayaan yang disengajauntukmelukaiberat (Pasal 354 KUHP(Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana)) 

e. Penganiayaanberat yang direncanakanterlebihdahulu (Pasal 355 

KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)) 

f. Penganiayaanterhadap orang-orang tertentu dan denganbenda-benda 

yang membahayakankesehatan orang (Pasal 356 KUHP(Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana)) 

g. Penganiayaanatauperkelahian (Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana)) 

Ad.a. Penganiayaanbiasa 
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Diatur di dalamPasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana), diancamdenganpidana paling lama 

duatahundelapanbulanataudenda paling banyakempatribu lima ratus rupiah. 

Undang-undangtidakmemberiketentuan, apakah yang 

diartikandenganpenganiayaan (mishandeling) itu. 

Menurutyurisprudensipenganiayaanadalahsengajamengakibatkanperasaantid

akenak (penderitaan), rasa nyeri (pinj) atauluka, menurutPasal 351 ayat (4), 

penganiayaandisamakandengan “sengajamerusakkesehatan”. 

1. Merusakkesehatan, umpamanya orang 

sedangtidurdibukajendelakamartidurnyasehingga orang itumasukangin. 

2. Perasaantidakenak, misalmenyuruh orang berdiriditerikmatahari 

,menyuruhmenyelam di dalamkolam pada waktumalamhari 

(penderitaan). 

3. Rasa nyeri (pinj), umpamanyamemukul, mencubit, menyikut. 

4. Luka, misalmenusukdenganpisau, mengiris, memotong. 

Perbuatanitusemuaharusdilakukandengan dan tidakdenganmaksud 

yang patutataumelewatibatas yang diizinkan. 

Umpamanyaseorangbapakdengantanganmemukulanaknya pada 

pantatnyakarenaanakitunakal. Inipunsebetulnyasengajamenimbulkan rasa 

sakit, 

akantetapiperbuatanitutidakmasukdalampenganiayaansebabadamaksudbaik, 

yaitumengajarsianak. Meskipundemikian, 

makaperistiwaituapabiladilakukandenganmelewatibatas yang diizinkan”, 
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misal :seorangbapakmengajaranaknyadenganmemukulpakaisepotongbesi 

dan memukulkepalanya, makaperbuatanitudianggapsebagaipenganiayaan. 

PercobaanmelakukanpenganiayaanbiasaPasal 351 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) dan 

percobaanmelakukanpenganiayaanringanPasal 352 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana), tidakdihukum. 

Apabilapenganiayaanbiasaberakibatlukaberatataumatidiancamhukumanlebih

berat. Luka beratataumatidisini, harusmerupakanakibat yang tidakdimaksud 

oleh sipembuat. Apabila “lukaberat” itudimaksud, makadikenakanPasal 355 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)(penganiayaanberat) dan jika 

“kematian” yang dimaksud, makaperbuatanitumasuk “pembunuhan” Pasal 

338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Ad.b. Penganiayaanringan  

PenganiayaanringandiaturdalamPasal 352 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana). Tindakpidanainitermasuk “kejahatanringan”. 

Penganiayaan yang tidakmengakibatkansakitatauterhalangnya orang di 

dalammelakukanjabatnnyaataumatapencahariannya, 

dihukumsebabbersalahmelakukanpenganiayaanringan. 

Ancamanhukumannyaadalahhukumanpenjara paling lama 

tigabulanataudenda paling besar Rp. 4.500,00 dan 

hukumaninidapatditambahdengansepertigabagi yang 

bersalahmelakukanperbuatanituterhadap orang yang bekerjapadanyaatau 

yang berada di bawahnyakekuasaannya. 
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Adapun yang dimaksuddenganpenganiayaanringan, yaitu:  

1. Yang tidakmengakibatkansakitataumenyebabkanterhalangnya orang 

menjalankanjabatannyaataumatapencahariannya. 

2. Yang tidakdirencanakanterlebihdahulu. 

3. Yang tidakmenggunakanbenda yang 

membahayakannyawaataukesehatan orang. 

4. Yang tidakdilakukan orang tuannya, istrinyaatausuaminya, anak-

anakataupegawainya yang sedangataukarenamelakukankewajibannya. 

Percobaanmelakukanpenganiayaan yang dimakusddalamPasal 352 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)tidakdikenakanhukuman, 

akantetapipercobaanmelakukanpenganiayaan yang dimaksudkandalamPasal 

353, 354, 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)tidakdikecualikandarihukuman. Dalamhalini yang 

dimaksudkandengansakitbukan “nyeri” (pinj), akantetapi ”gering” (ziekte) 

yaitukeadaan yang membuatkelurusanjalanbekerjanyabagian-

bagiandalamdaritubuhmenjaditerganggu, sebagaicontoh : X memukul Y di 

kepalanya, Y merasanyeri (pinj) tetapitidakjatuhsakit (ziek) dan 

masihbisamelakukanpekerjaansehari-hari. 

Ad.c. Penganiayaan yang direncanakanterlebihdahulu 

DiaturdalamPasal 353 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana), diancamdenganhukumanpenjara paling lama empattahun, 

apabilaperbuatanitumemawaakibatlukaberat pada tubuh, 

dihukumdenganhukumanpenjara paling lama tujuhtahun. 
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Apabilapenganiayaanitumengakibatkanmatinya orang, 

dihukumdenganhukumanpenjara paling lama sembilantahun. 

Ad.d. Penganiayaan yang disengajauntukmelukaiberat 

DalamPasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 

diancamdenganhukumanpenjara paling lama delapantahun. 

Dalampenganiayaanininiatsipembuatharusditujukan pada “melukaiberat”, 

artinyalukaberatituharusdimaksud oleh sipembuat. 

Luka beratituhanyamerupakanakibatsaja (tidakdimaksud), 

makaperbuatanitutermasuk “penganiayaanbiasa yang berakibatlukaberat” 

Pasal 351 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)merupakanakibat, bukantujuan, sedangkanlukaberat yang 

dimaksuddalamPasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)inimerupakantujuan. 

Ad.e. Penganiayaanberat yang direncanakanterlebihdahulu. 

DiaturdalamPasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)ancamanhukumanpenjara paling lama duabelastahun. 

Apabilaperbuataninimengakibatkanmatinya orang, 

hukumannyadinaikkanmenjadi lima belastahun. 

Ad.f. Penganiayaanterhadap orang-orang tertentu dan denganbenda-

benda yang membahayakankesehatan orang. 

DalamPasal 356 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)ancamanhukuman yang ditentukandalamPasal 351, 353, 354 dan 
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Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)dapatditambahdengansepertiganya : 

1. Apabilakejahatanitudilakukanterhadapibunya, bapaknyamenurutundang-

undang, isterinyaatauanaknya. 

2. Jika 

kejahatandilakukanterhadapseorangpejabatketikaataukarenamenjalankant

ugasnya yang sah. 

3. Jika kejahatandilakukandenganmemberikanbahan yang 

berbahayabaginyawaataukesehatanuntukdimakanataudiminum. 

Ad.g.Penganiayaanatauperkelahian 

DalamPasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 

pasalinidigunakandalamhalterjadisuatuperkelahianaatupenyerangan yang 

dilakukan oleh beberapa orang ataulebihdari orang, yang akibatnyaada 

orang lukaparahataumati, akantetapitidakdiketahuisiapakahdari orang itu 

yang telahmelukaiparahataupembunuhannya. 

Biladalamperkelahianataupenyerangan, itudapatdibuktikanataudiketahui, 

siapadari orang-orang ituselaindituntutberdasarkanPasal 358 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana), juga dikenakanketentuan-

ketentuantentangpenganiayaanataupembunuhan yang ialakukan. 

Orang-orang yang 

terpaksamemisahataumeleraiataumelindungigolongan yang lemah di 

dalamperkelahianataupenyeranganitutidakdapatdituduh 

“turutsertadalamperkelahianataupenyerangan” tersebut. 



43 

 

BagimerekatidakdikenakanPasal 358 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)iniadalahakibatdariperkelahianataupenyerangan yang mengaki-

batkanlukaberatsaja. Denganhukumanpenjara paling lama empattahun, 

jikalaupenyeranganatauperkelahianitumengakibatkanmatinya orang. 

Jadi yang diaturdalamPasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana)iniadalahakibatdaripenyeranganatauperkelahian yang 

mengakibatkanlukaberatataumatinya orang, 

apabiladapatdibuktikansiaporangnyadiantaramereka yang 

ikutmelakukanpenyeranganitu, maka yang 

harusdipertanggungjawabkanadalah yang menyebabkanlukaberat pada 

orang atauterbunuhnya orang. 

Turutserta pada penyeranganatauperkelahianmaka, semua orang 

yang ikutharusdipertanggungjawabkan dan dapatdihukum, 

tanggungjawabpersatumengenaiakibatitu, tidakperludibuktikan. Turutserta 

yang dimaksuddisiniadalahikutberkelahi, bukan “turutserta” yang 

dimaksudpasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Setiapkaryailmiahharusberdasar pada pengunaanmetode-

metodepenelitian. Metode-metodepenelitianinimenggunakan: 

A. Pendekatanpenelitian 

Metodependekatan yang 

digunakandalampenelitianiniadalahyuridissosiologis. 

PendekatanYuridisSosiologisadalahmenekankanpenelitian yang 

bertujuanmemperolehpengetahuanhukumsecaraempirisdenganjalanterjunla
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ngsungke objeknya.27Penelitian 

YuridisSosiologisadalahpenelitianhukummenggunakan data 

sekundersebagai data awalnya, yang kemudiandilanjutkandengan data 

primer dilapanganatauterhadapmasyarakat, 

menelitiefektivitassuatuPeraturan Menteri dan penelitian yang 

inginmencarihubungan (korelasi) antaraberbagaigejalaatauvariabel, 

sebagaialatpengumpulandatanyaterdiridaristudidokumenataubahanpustaka 

dan wawancara.28. Pendekatan yang 

demikiantentunyatepatuntukmenunjukkansejauh mana 

MekanismePenerapanPidanaTerhadapPelakuTindakPidanaPenganiayaanM

enurutPasal 351 KUHP Pada Di Wilayah Hukum PolresSalatiga 

 

 

B. SpesifikasiPenelitian 

Spesifikasidalampenelitianiniadalahdeskriptifanalitisyaitusuatumet

ode yang 

berfungsiuntukmendeskripsikanataumemberigambaranterhadapobjek yang 

ditelitimelalui data atausampel yang 

telahterkumpulsebagaimanaadanyatanpamelakukananalitis dan 

membuatkesimpulan yang berlakuuntukumum. Dengan kata lain 

penelitiandeskriptifanalitisataumemasukkanperhatiankepadamasalah-

                                                
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 

2005, hlm. 51. 
28 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, 

hlm. 34. 
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masalahsebagaimanaadanyasaatpenelitiandilaksanakan, 

hasilpenelitiankemudiandiolah dan dianalisisuntukdiambil kesimpulan.29 

C. Populasi dan pengambilan sample 

Populasiialahsemuanilaibaikhasilperhitunganmaupunpengukuran, 

baikkuantitatifmaupunkualitatif, 

daripadakarakteristiktertentumengenaisekelompokobjek yang lengkap dan 

jelas. Tujuandiadakanpopulasiialah agar 

kitadapatmenentukanbesarnyaanggotasampel yang 

diambildarianggotapopulasi dan membatasiberlakunyadaerah 

generalisasi.30 

PopulasidalampenelitianiniadalahaparatPolresSalatigayaituSatuanR

eskrim. 

Populasiadalahseluruhobjekatauseluruhindividuatauseluruhgejalaatauselur

uhkejadianatauseluruh unit yang akanditeliti . 

Penarikan sample secarapurporsive sampling, yaitu 

salahsatutekniksampling non random 

samplingdimanapenelitimenentukanpengambilansampeldengancarameneta

pkanciri-cirikhusus yang 

sesuaidengantujuanpenelitiansehinggadiharapkandapatmenjawabpermasal

ahan penelitian.31 

                                                
29 scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-

Sugiono, Siti Farida 
30 Husaini Usman dan Purnomo Setiady,Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2011, hlm  42  
31https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/ 

https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/
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Tujuan Purposive Sampling yaitu agar sampel yang 

diambilnantisesuaidengantujuanpenelitianitusendiri dan 

dapatmemecahkanmasalahsertamemberikannilai yang lebihrepresentatif, 

sehinggatehnik yang diambildapatmemenuhiobjektifdilakukannyasuatu 

penelitian.32 

Populasi dan sampelyaitu 2 (dua) 

anggotaSatuanReskrimPolresSalatiga 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalammemperoleh data yang obyektifdalampenelitian yang 

dilakukanpenelitidenganmenggunakan : 

a. StudiLapangan 

1) Wawancara 

Melakukanwawancaradenganpihak-pihak yang 

berkepentinganatau yang sesuaidenganobyekpenelitian 

2)  Questioner 

Membuat daftar pertanyaansesuaidenganobyekpenelitian 

b. StudiKepustakaan 

Penelitiankepustakaandilakukandenganmencari dan 

mengumpulkan data-data daribuku-bukukepustakaan yang 

adahubungannyadenganmateri yang menjadiobyekpenelitian 

E. Teknik Penyajian Data 

                                                
32 Ibid 
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Mencari data-data 

mengenaiatausesuaidenganjudulpenelitiansetelahbeberapakegiatanpengum

pulan data kemudiandiperiksa dan 

ditelitisehinggadapatdipertanggungjawabkansesuaidengankenyataan 

F. Analisis Data 

Analisa data bersifatkualitatifyaitusuatu proses penelitian dan 

pemahamanberdasarkan pada metodology yang 

menyelidikifenomenasosial dan masalahmanusia. Pada 

pendekataniniprosedurpenelitian yang menghasilkan data deskriptifberupa 

kata-kata tertulisataulisandari orang-orang yang diamati dan prilaku yang 

diamati.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitaif,Afid 

Burhanuddin 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Mekanisme

 Penerapanpidanaterhadappelakutindakpidanapenganiayaan di 

wilayah hukumPolresSalatiga 

Pengungkapanadanyasuatutindakpidanapenganiayaandiperlukanbukti-

buktiseperti yang diterangkandalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana) Pasal 184, maka hakim 

dalammemutussuatuperkarapidanaharusmempunyaidasar minimal 

duadarialatbukti yang sah, alat-alatbuktiituadalahsebagaiberikut : 

a. Keterangansaksi; 

b. Keteranganahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keteranganterdakwa. 

Terpenuhinyasyarat minimal 

inibelumcukupuntukmenjatuhkanhukumansebabselain hakim 

harusmempunyaikeyakinanbahwatindakpidanabenar-benarterjadi dan 

terdakwalah yang bersalahmelakukannya. Jadi 

jelaslahbahwatanpaadakeyakinandari hakim-hakim 

tidakbolehmenjatuhkanputusan dan antaraalat-alatbukti yang 

adadengankeyakinan hakim harusadahubungansebab-akibat. 



50 

 

LandasandigunakanVisum et 

Repertumdalamsetiappemeriksaanperkarapenganiayaandengankekerasan, 

dikarenakan para 

aparatpenegakhukumituawamterhadapilmukedokterankehakimankhususnyame

ngenailuka, gangguankesehatanataumayat, 

sehinggamemerlukanbantuandaripihak lain dalamhaliniseorangdokter (ahli) 

kedokterankehakiman yang hasilnyadituangkandalambentukVisum et 

Repertum. Pada pemeriksaan di kepolisiankeberatanVisum et 

Repertummutlakharusdipenuhisebabtanpadibantuketerangan-

keterangandariVisum et 

Repertumpihakkepolisiantidakdapatmenentukanlangsungbahwa korban 

merupakanakibatsuatutindakpidanapenganiayaan, juga 

menentukansiapapelakutindakpidanatersebut. 

Dalampembuatansuratdakwaannya, JaksaPenuntutUmumharusmemenuhi dan 

berkeyakinanbahwaperkara yang akandituntutitubenar-

benarsuatutindakpidana. 

UntukmendukungdakwaantersebutJaksaPenuntutUmumtentusajamemerlukank

eterangandarisaksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup, agar pasal yang 

akandidakwakankepadaterdakwatepat. Salah satualatbukti yang 

mutlakharusada pada perkarapenganiayaanadalahVisum et 

Repertum,baikterhadap korban maupunterhadapterdakwa, 

halinibertujuanuntukmemberikangambaransejauh mana 

kesalahandariterdakwa. BegitupentingnyaVisum et 
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RepertumbagiseorangJaksaPenuntutUmum yang 

menanganikasuspenganiayaanini, 

menyebabkanapabiladalamberkaspenyidikantidakdilampirkanVisum et 

Repertum, makaberkastersebutakandikembalikanuntukdilengkapi. 

Hasil Visum et 

Repertuminidapatdipertanggungjawabkansebabtidakhanyadibuatberasarkanpe

ngalamanataupengetahuanseorangdoktersaja, tetapi juga didukung oleh 

kemajuantehnologisehinggamampumenampakkanhasil yang memuaskan. 

TerbuktidengansangatdiperlukannyaVisum et Repertum pada pemeriksaan di 

kepolisian dan di kejaksaan. 

Pada 

pemeriksaandisidangpengadilanakandidengarkanketerangandarisaksi-

saksisertaalatbukti yang ada, akandiperiksa. Hakim 

dalampengambilankeputusanharusmencarikebenaranmateriilterhadapsuatuper

karapidana yang dihadapinya. Dengandemikianperananalatbuktimerupakan 

salah satupetunjuk agar hakim 

mempunyaikeyakinandalammenentukankeputusannya. Alat bukti yang 

digunakandalamperkarapenganiayaandengankekerasan salah 

satunyaadalahVisum et Repertum, Visum et Repertum yang mengikat hakim 

jikadilihatdaribagianpemberitaan, sebabbagiantersebutmenerangkanhal-hal 

yang ditemukan dan dilihat oleh dokter.  
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MenurutpendapatNjowitohamdani, bahwa :28 

 Visum et Repertumadalahsuatuketerangantertulis yang 

dibuatdokteratassumpah yang diucapkan pada 

waktuberakhirnyapelajarankedokteran, mempunyaidayabukti yang sah di 

pengadilanselamaketeranganitumemuatsegalasesuatu yang diamati (terutama 

yang dilihat dan ditemukan) adabenda yang diperiksa. 

Visum et Repertummerupakansuatulaporantertulisdaridokter (ahli) 

yang dibuatberdasaratassumpahperihalapa yang dilihat dan 

ditemukanatasbendahidupataumatiataupunbarangbukti lain, 

kemudiandilakukanpemerikaanberdasarkanpengetahuan yang sebaik-baiknya. 

Atas dasarituselanjutnyadiambilkesimpulan yang juga 

merupakanpendapatdariseorangahliataupunkesaksian (ahli) 

secaratertulissebagaimana yang tertuangdalambagianpemberitaan. 

Dari pendapat para sarjana di atas, 

dapatdiambilkesimpulanbahwaVisum et Repertummengandungunsur-unsur : 

a. Visum et Repertummerupakansuatuketerangan yang tertulis; 

b. Visum et Repertumdibuat oleh dokterberdasarkanilmukedokteran; 

c. Memuathasilpemeriksaandoktertentangapa yang dilihat dan diketemukan 

pada korban hidupataumayat; 

d. Diperuntukkanbagikepentinganperadilan. 

Ada beberapamacamtindakpidana yang memerlukanVisum et 

Repertum, yaitu : 

                                                
28 ). Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1992 , 

hal. 22, 
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a. Pembunuhandengansengaja (doodsalg) termasuk di 

dalamnyapembunuhananakdengansengaja (kinder doodslag) yaituPasal 

338, 339, 341, 342, 343 dan penggugurankandungan (abortus 

provocatuscriminalis) yaituPasal 347, 348 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana). 

b. Pembunuhan yang direncanakanterlebihdahulutermasuk di 

dalamnyapembunuhananakdengandirencanakan(kindermoord) yaituPasal 

340, 342 dan Pasal 345 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

c. Penganiayaan (mishandeling) termasuk di dalamnyapenganiayaanringan 

dan penganiayaanberat, Pasal 352, 353, 354, 356 dan Pasal 358 

KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

d. Percobaan (poging) terhadapdelik-delik yang tersebutdalam sub a. 

e. Percobaan (poging) terhadapdelik-delik yang tersebutdalam sub b. 

f. Makar mati (aansalg met het oogmerkaan het levenberoven) yaituPasal 

104 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

g. Kematiankarena culpa (verrozaken van den dood door schuld) yaituPasal 

359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

h. Luka karena culpa (verrozaken van lichamelijkletsel door schuld) 

yaituPasal 360 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

i. Perkosaan (verkrachting) yaituPasal 285, 286, 287, dan Pasal 288 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 
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j. Perzinaan (ovespel) termasuk di dalamnyaperbuatancabul dan homo 

seksualyaituPasal 284, 289, 290, 292 dan Pasal 293 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). 

k. Terhadapdelik di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

sepertipenyalahgunaannarkotika dan sebagainya. 

Kemudiandalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)Pasal 133 

ayat (1) merangkumdelik-delik di atasmenjadimacam korban yang 

memerlukanVisum et Repertum, yaitu : 

a. Luka, yaitusemuajenisluka. 

b. Keracunan, baik yang mematikanmaupun yang tidakmematikan. 

c. Mati yang didugakarenaperistiwatindakpidana, 

yaitumencakupsemuaperbuatanpidana yang 

menyebabkanhilangnyanyawamanusia.        

BentukVisum et RepertummenurutNjowito Hamdani, terdiridari lima 

bagianyaitusebagaiberikut : 

(1) Pro Yustisi 

Kata iniharusdicantumkan di kiriatas, dengandemikianVisum et 

Repertumtidakperlubermaterai. 

(2) Pendahuluan 

Pendahuluanmemuat : 

(a) IdentitaspemohonVisum et Repertum. 

(b) Tanggal dan pukulditerimanyapermohonanVisum et Repertum. 

(c) Identitasdokter yang melakukanpemeriksaan. 
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(d) Tanggal dan pukuldilakukanpemeriksaan korban atauluarmayat. 

(e) Tanggal dan pukuldilakukanpemeriksaandalammayat. 

(f) Identitaskorban : Nama, jeniskelamin, umur, bangsa, alamat, 

pekerjaan. 

(g) Keteranganpenyidikmengenailuka, carakematian. 

(h) Rumahsakittempat korban dirawatsebelumnya, pukulberapa korban 

meninggal dunia. 

(i) Keteranganmengenai orang yang mengantar korban kerumahsakit. 

(3) Bagian inilah yang terpenting, memuathasilpemeriksaan yang 

obyektifsesuaidenganapa yang diamatiterutama yang dilihat dan 

ditemukan pada korban ataubenda yang diperiksa. 

Seorangmelakukanpengamatandengankelimapancainderanya 

:penglihatan, pendengaran, perasa, pencuman, dan peraba. 

Bagian iniharusditulisdalambahasa Indonesia 

sedemikianrupasehinggaseorangawamdapatmengerti dan 

hanyakalauperludisertakanistilahkedokteranatauasing di belakangnya di 

dalamkurung. Angka harusditulisdenganhurufmisalnya 4 cm 

ditulisempatsentimeter. 

Tidakdibenarkanmenulisdiagnosamisalnyalukabacok, lukatembak dan 

sebagainya, tetapilukaharusditulisdengan kata (description). 

Urutanpemeriksaan korban hidupbagianinimemuat : 

(a) Keadaanumum :jeniskelamin, umur, menurutperkiraandokter, 

tinggi badan, berat badan dan keadaangizi. 
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(b) Keadaanluka :hasilpemeriksaanluka yang didapatkan pada korban. 

(c) Tindakan atauoperasi yang telahdilakukan. 

(d) Hasil pemeriksaantambahanatauhasilkonsultasidengandokterahli 

lain. 

Untukpemeriksaan korban matibagianinimemuat 

:Pemeriksaanluarmayat; Keadaanumum : jeniskelamin, 

umurmenurutperkiraandokter, tinggi badan, berat badan, dan 

keadaangizi; lebammayat dan kakumayat, kepala, leher, dada, perut, 

punggung, anggotagerak, alatkelaminluar, dan dubur. 

Pemeriksaandalam : Alat rongga dada, alatronggaperut, leher dan 

kepala. Pemeriksaantambahan :Toksikologi, histopatologi dan 

bakteriologi.Kepalaharusdibukaterakhir, mengingat gas 

pembusukandalamususakanmendesakdarahkeluardaripembuluhdarahota

k, bilakepaladibukaterlebihdahulu, 

sehinggadapatmengambilkesimpulanyng salah. 

(4) Kesimpulan : 

Bagian inimemuatpendapatpribadidoktersendiri, 

bersifatsubyektif dan dipengngaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. 

Dalambagianiniharusdicantumkandiagnosa 

:lukadisebabkankarenapersentuhandenganbendatumpul, tajam (iris, 

tusuk, bacok). 

Pada Visum et Repertum korban 

hidupperludisebutkankualifikasiluka dan pada Visum et 
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Repertummayatdisebutkansebabkematian. Bilaseorangdokter di 

daerahmendapatkesukaranmembuatkesimpulan, 

iadapatberkonsultasidenganahlikedokterankehakiman di 

wilayahnyadenganmengirimhasilpemeriksaan. 

Biladokterdaerahsetujudengankesimpulanahli, 

makakesimpulaninimenjadikesimpulandokterdaerahsendiri, demikian 

pula halnyadengan hakim yang mengadilisuatuperkara. 

 (5) Bagian terakhir :sumpahdokter. 

Visum et Repertumditutupdengan : demikianVisum et 

Repertuminidibuatdengansesungguhnyamengingatsumpahdokter yang 

tercantumdalamStaatblad 1937/350 atausesuaidenganpenjelasan KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)Pasal 186 : 

keteranganahliinidapat juga sudahdiberikan pada waktupemeriksaan oleh 

penyidikataupenuntutumum yang 

dituangkandalamsuatubentukketerangan dan 

dibuatdenganmengingatsumpah pada 

waktuiamenerimajabatanataupekerjaan. 

Visum et Repertum pada 

prinsipnyamerupakantanggungjawabdokter yang membuat, 

tetapitidakmenutupkemungkinanuntukdipanggilkepersidangandokter lain 

untukmemberikanpendapatnyaVisum et Repertum yang telahdibuat oleh 

dokter yang pertama, sepertidiaturdalamPasal 180 ayat (2) KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) : 
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“Dalamhaltimbulkeberatan yang 

beralasandariterdakwaataupenasehathukumterhadaphasilketeranganahl

isebagaimanadimaksuddalamayat (1) hakim memerintah agar 

halitudilakukanpenelitianulang”. 

Dalamhalpemeriksaanulangtersebuttentusukarsekaliuntukdilak

ukan, halinidisebabkankarenaluka pada orang 

hidupakantinggalbekaslukaatausemakinparah dan pada 

mayatakanmusnahatautinggaltulangbelulangnyasaja. 

Makadariitupemeriksaanulangdariseorangdokterdapatdokterpertamakhus

usnyabagianlaporanmengenaikeadaantubuh orang yang 

lukaataukeadaanmayat, 

selanjutnyadaribagianpemberitaanituiamengemukakanpendapatnya. 

Pihak yang berhakmengajukanpermintaanVisum et 

Repertumadalahpenyidik, sebagaimanatertuangdalamPasal 133 ayat (1) 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : 

Dalamhalpenyidikuntukkepentinganperadilanmenanganiseorang korban 

baikluka, keracunanataupunmati yang didugakarenaperistiwa yang 

merupakantindakpidana, 

iaberwenangmengajukanpermintaanketeranganahlikepadaahlikedokteran

kehakimanataudokter dan atauahlilainnya. 

Penyidik yang dimaksudadalahpenyidik POLRI 

(PolisiRepublik Indonesia),  adapunwewenangdaripenyidik POLRI 

(PolisiRepublik Indonesia) adalahsebagaiberikut : 
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a.

 menerimalaporanataupengaduandariseorangtentangadanyatindakpi

dana; 

b. melakukantindakanpertama pada saat di tempatkejadian; 

c. menyuruhberhentiseorangtersangka dan 

memeriksatandapengenaldiritersangka; 

d. melakukanpenangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukanpemeriksaan dan penyitaansurat; 

f. mengambilsidikjari dan memotretseorang; 

g. memanggil orang untukdidengar dan 

diperiksasebagaitersangkaatausaksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang 

diperlukandalamhubungannyadenganpemeriksaanperkara; 

i. mengadakanpenghentianpenyidikan; 

j. mengadakantindakan lain menuruthukum yang bertanggungjawab. 

Seorangpenyidik yang akanmengajukanpermintaanVisum et 

Repertumharusdilakukansecaratertulis, halinitercantumdalamPasal 133 

ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); 

“Permintaanketeranganahlisebagaimanadimaksuddalamayat 

(1) dilakukansecaratertulis, yang 

dalamsuratitudisebutkandengantegasuntukpemeriksaanlukaataupemerik

saanmayat dan ataupemeriksaanbedahmayat”. 
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Hal tersebutbertujuan agar dokter yang 

melakukanpemeriksaanmendapatperlindunganhukum, 

sehinggadoktertersebuttidakakanragu-

ragumelakukantugasnyasertatanpaadasuatukekhawatiranakantimbulkebe

ratandaripihakmanapun. 

Dengandemikianhasilpemeriksaannyaakansubyektifmungkinuntukmemb

antukepentinganperadilan. 

Pembuktianadalahsuatuusahauntukmembuktikan, 

sedangkanmembuktikanmengandungartiusahauntukmenyatakankebenaranatas

suatuperistiwa, sehinggadapatditerima oleh akal. 

MenurutPasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 

sistempembuktian yang dipakaiadalahNegatiefWettelijk, yaitu : Hakim 

tidakbolehmenjatuhkanpidanakepadaseorangkecualiapabiladengansekurang-

kurangnyaduaalatbukti yang 

sahiamemperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-benarterjadi dan 

bahwaterdakwalah yang bersalahmelakukannya. 

MenurutMartimanProdjohamidjojo yang 

menjelaskantentangempatsistempembuktian, yaitu :29 

1. NegatiefWettelijk 

Ajaranpembuktianinimenentukanbahwaseorangterdakwaterbu

ktibersalahdengansyaratadanyaalatbukti yang telahditetapkanundang-

                                                
29. Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Jakarta : Bina Aksara, 

1983, hal. 17  
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undang dan hakim 

mempunyaikeyakinanbahwamemangterdakwatelahbersalah : 

2. Conviction Intime 

Pembuktiandidasarkansemata-mataataskeyakinanbelaka dan 

tidakterkait pada aturan-

aturansehinggakeyakinanmenurutaliraninisangatsubyektifdalammenent

ukanapakahterdakwaterbuktibersalahmelakukanperbuatan yang 

didakwakankepadanya; 

3. PositiefWettelijk 

Sistempembuktianinimerupakankebalikandarisistem 

conviction intime. Sisteminihanyadilandasisemata-matakepadaalat-

alatbukti yang ditetapkan oleh undang-

undangdalammenentukanapakahterdakwabersalahtanpaharusadakeyaki

nan hakim; 

4. Conviction Raisonee 

Sistempembuktianhanyaberdasarkankeyakinanatasdasarpertim

banganaksipikiran, hakim tidakterikatkepadaalat-alatbukti yang 

ditetapkan oleh undang-undang. Dengandemikian hakim 

dapatmemakaialatbukti lain di luarketentuanperundang-undangan yang 

ada. 

 

FungsiVisum et Repertumdalamkasuspenganiayaan 
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KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)mengidentifikasikandalamkasus-

kasusperlukaansebagimanadimaksudkandenganpenganiayaan yang 

mengakibatkanluka-luka, adalahditujukankepada : 

1. Menentukanidentitas. 

2. Menentukanjenisluka. 

3. Menentukanjeniskekerasan yang menyebabkanluka. 

4. Menentukankwalifikasiluka. 

Uraian di atasdapatdiperjelaslagi, 

makapenulisakanmenguraikansatupersatudariuraian di atassebagaiberikut : 

1. MenentukanIdentitas 

Identitasdarisi korban di 

dalamkasusperkarasebagaimanadimaksudkandenganpenganiaya

an. 

 2. Menentukanjenisluka 

“luka” dapatdibagimenurutjenisnyadalamduagolongan, 

yaitu : 

a. Luka pada tujuhjasmani, 

dimanapembagiannyaadalahsebagaiberikut : 

1) Luka iris atausayat 

2) Luka tusuk 

3) Luka bacok 

4) Luka lecet 
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5) Luka memar 

6) Luka robek 

7) Luka tembak 

8) Luka bakar 

9) Luka listrik 

10) Patahtulang 

Luka tangkis, dimanalukainididapatsewaktu korban 

mempertahankandirinyadenganjalanmenangkiskekerasan 

yang ditujukankepadadirinya. 

b. Luka pada jiwaataurohani 

PengertianpenganiayaansebagaimanadalamPasal 351 

ayat 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)adalah : 

“denganpenganiayaandisamakanmerusakkesehatandengan

sengaja”.   

Berdasarkanpengertiankesehatandalamilmukedokter

ankehakiman, kesehatanitumencakupkesehatanjasmani 

dan kesehatanrohaniataujiwa. 

Dengandemikianuntukmenentukanapakahsesorangitukese

hatanrohaniataujiwanyatergangguakibatperbuatan orang 

lain atautidakharusdilakukanpemeriksaan. Pasal 90 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)disebutkan salah 

satukeadaan yang 



64 

 

dimaksuddenganlukaberatadalahterganggunyadayapikirsel

amaempatminggulebih. Proses berfikiritumerupakan 

proses kejiwaan, makapemeriksaanterhadapkeadaanjiwa 

korban kejahatanharuslahdilakukanVisum et Repertum. 

Pada kasuspenganiayaan, 

untukdapatmengetahuidenganbaikapakah korban 

itumenderitagangguanjiwasebagaiakibatperlakuan orang 

lain, 

makadiperlukanpemeriksaankhususyaitupemeriksaanphsik

iatris yang dilakukan oleh seorangdokterahlijiwa 

(Phsikiater). DengandemikianVisum et 

RepertumPhikiatristidaksemata-

matahanyadibuatgunakepentingansipelakukejahatan, 

yaitudengantujuanuntukmengetahuiapakahsipelakutersebu

tdapatdimintakanpertanggungjawabanataskejahatan yang 

ialakukan, melainkan juga 

dibutuhkanuntukmengetahuikegiatan korban 

sebagaiakibatperlakuan yang diterimanyadari orang lain 

ataupelakukejahatan. 

a.  Menentukanjeniskekerasan yang menyebabkanluka. 

Berdasarkansifatatauciridariluka yang terdapat pada tubuh 

korban, 

dapatditentukanjenistindakpidanasekaligusdapatdiketahuijenissenjataat
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aualat yang digunakanpelakutindakpidanatersebut, yang 

nantinyabergunadalam proses penyidikan. Adapun 

jenistindakpidanadapatdibagidalamempatkelompok, yaitu : 

a. Kekerasanmekanik. 

b. Kekerasanfisik.  

c. Kekerasankimiawi dan 

d. Kekerasanjiwa (Trauma Psikis), yang di 

dalampraktekpembuatanVisum et Repertum dan di dalam 

proses penyidik, kekerasanmekanik, fisik dan 

kimiawidibagilagimenjadilebihspesifik, 

yaitukekerasanakibatbendatajam, bendatumpul, 

senjataapiatautembakan. 

b.  Menentukankwalifikasiluka 

Penentuankwalifikasiluka, seperti yang dimaksud di 

mukaadalahsemata-mataberdasarkankwalifikasimedis. 

Dengandemikiankwalifikasi yang terdapatdalamkesimpulanVisum et 

Repertum yang dibuat oleh 

dokterdapatsesuaidengankwalifikasimenurutkeyakinan hakim, 

tetapidapat pula berbeda. Hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) 

dibutuhkanpenyidiksebelumdokterdapatmenentukankwalifikasilukanya

. Sesuaikondisitubuh dan kesehatansi korban, makaVisum et 

Repertumdiberikanmenurutkeadaannyamasing-
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masingsehinggatimbullahberbagaimacamVisum et Repertum, 

adalahsebagaiberikut : 

a. Visum et Repertum (yang diberikansekali) 

1. Dalamhalpenganiayaanringan. 

2. Tentangmayatyaitubila korban ternyatameninggal dunia, 

makapenyidikharusmengajukansuratpermintaanVisum et 

Repertumuntukpemeriksaanmayat, 

dimanadalamkasusinipenyebabkematian korban analog 

dengankwalifikasiluka. 

b. Visum et Repertum 

Diberikanbilasi korban masihdirawat di rumahsakit. Hal 

inidibutuhkansehubungandenganjikaakanmelakukanpenahananterh

adappelakunya. Makasesuaidenganpasal 21 ayat (4) huruf a dan b 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

bahwapenahanansementarahanyadapatdilakukanantara lain 

bilatindakpidana yang bersangkutandiancamdenganhukuman lima 

tahunataulebih, Juncto 251 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana). 

c. Visum et Repertum (Lanjutan) 

Seperti yang diterangkan pada huruf b di atas, 

bahwajikasi korban dirawat di rumahsakitdapatdiberikanVisum et 

Repertumsementara, dan setelahiakeluarrumahsakit, 

makadiberikanVisum et Repertumlanjutan. 
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Penerapanpidanaterhadaptindakpidanapenganiayaan 

PengertianPenganiayaanmengambil dan mengacu pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 351 ayat 1-4 yaitu: 

1.  Undang-undangtidakmemberiketentuanapakah yang diartikandengan 

“Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurutyurisprudensi,  

yangdiartikandenganpenganiayaanyaitusengajamenyebabkanperasaantidak

enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atauluka. Menurutalinea 4 daripasalini, 

masuk pula dalampengertianpeganiayaanialahsengajamerusakkesehatan 

orang. “Perasaantidakenak” = misalnyamendorong orang terjunke kali, 

sehinggabasah, suruh orang berdiriditerikmatahari dan sebagainya. “Rasa 

sakit” = misalnyamengiris, memotong, mendupak, memukul, 

menempeleng dan sebagainya. “Luka” = misalnyamengiris, memotong,  

menusukdenganpisau dan lain-lain. “Merusakkesehatan” = misalnya orang 

sedangtidur, dan berkeringat, dibukajendelakamarnyasehingga orang 

itumasukangin. Semuaituharusdilakukandengansengaja dan 

tidakdenganmaksud yang patutataumelewatibatas yang diizinkan. 

Upamanyaseorangdoktergigimencabutgigidaripasiennya. 

Sebenarnyaiasengajamenimbulkan rasa sakit, 

akantetapiperbuatannyaitubukanpenganiayaan, karenaadamaksudbaik 

(mengobati). Seorang Bapak dengantanganmemukulanaknyadiarahpantat, 

karenaanakitunakal. Inipunsebenarnyasengajamenyebabkan rasa sakit, 

akantetapiperbuatanitutidakmasukpenganiayaan, karenaadamaksudbaik 

(mendidikanak). Meskipundemikian, 
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makakeduaperistiwaituapabiladilakukandenganmelewatibatas-batas yang 

diizinkan, 

misalnyadoktergigitadimencabutgigidilakukansambilbersendaguraudengan

pasiennyaatauseorangbapakmengajaranaknyadenganmemukulmemakaisep

otongbesi dan dikenakandikepalanyamakaperbuataninidianggap pula 

sebagaipenganiayaan. 

2.  Penganiayaaninidinamakan “Penganiayaanbiasa”. 

Diancamhukumanlebihberat, apabilapenganiayaanbiasainiberakibat: 

lukaberatataumati. TentanglukaberatlihatPasal 90 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana). Luka 

beratataumatidisiniharushanyamerupakanakibat yang tidakdimaksud oleh 

sipembuat. Apabilalukaberatitudimaksud, dikenakanPasal 354 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (penganiayaanberat), 

sedangkanjikakematianitudimaksud, makaperbuatanitumasukpembunuhan 

(Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)). Lain 

lagihalnyadenganseorangsopir yang mengendaraimobilnyakuranghati-hati, 

menabrak orang sehinggamati. Perbuatan in bukanlahsauatupenganiayaan, 

berakibatmatinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana)), oleh karenasopirtidakadapikiran (maksud) 

samasekaliuntukmenganiaya; pun tidakpembunuhan (Pasal 338 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)), karenakematian orang 

itutidakdikehendaki oleh sopir. PeristiwaitudikenakanPasal 359 KUHP 
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(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

(karenasalahnyamenyebabkanmatinya lain orang). 

3.  Percobaanmelakukan “penganiayaanbiasa” initidakdihukum, demikian 

pula percobaanmelakukan “penganiayaanringan” (Pasal 352 KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana)). Akan tetapipercobaan pada 

penganiayaantersebutdalamPasal 353, 354, 355 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) dihukum. 

4.  Tentangpenganiayaan pada “binatanglihatPasal 302 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana))” 

Penyelesaianperkarapenganiayaanbiasa (Pasal 351 KUHP  (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana)) 

denganlanjutpenyelesaianperkarapidanaberatmungkinberakibatkematian 

(Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)) 

ataupunpenganiayaan yang telahdirencanakanterlebihdahulu (Pasal 353 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)) dimukasidangpengadilan. 

Penyelesaianperkarapenganiayaanbiasa dan perkarapenganiayaan yang 

telahdirencanakan  

didalamperkarakejahatanterhadaptubuhseseorangdapatdituntutdimukasida

ngsehingga Hakim dapatmemutusperkaratindakpidanapenganiayaanbiasa 

dan pidana  yang telahdirencanakanterlebihdahulu yang 

mungkinmenyebabkankematian dan 

menimbulkantindakpidanapembunuhan. 
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Adanyasuatutindakpidanapenganiyaanharusdiilihatdarisekianfaktakong

krit yang berupaperbuatan-perbuatan orang dan kejadiannya, hal-hal yang 

yuridisrelevan (yang penting dan adasangkutpautnyadenganhukum). Perkara 

yang telahdilimpahkankeKejaksaandaripihakKepolisian dan 

kemudiankePengadilan Negeri Kabupaten Semarang 

adalahmerupakantindakpidana yang melanggarPasal 351 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

haltersebutdisebabkankarenapenganiayaanmerupakantindakandilakukanmanus

ia yang bertentangandenganhukum dan menurutunsur-

unsuratausifattindakpidana yang 

diantaranyaperbuatanpenganiayaanitumembahayakanmaupunbersifat anti 

sosial. 

Pembuktianterhadaptindakpidanapenganiayaandapatdibuktikanbilaman

apelakutersebutmenimbulkan rasa sakitataulukasebagaitujuandaritindakan 

yang dilakukanpelakuatautertuduh. TindakkejahatandalamrancanganUndang-

Undangmerupakankesengajaan yang memberikanpenderitaan badan bagi 

orang lain, sedangdidalamPasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana)ayat (4) percobaanmelakukankejahataninitidakdapatdihukum. 

PenerapanterhadapPasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidanasebagaitindakpidanapenganiayaan di PolresSalatiga, 

baruakanbisadikategorikansebagaitindakpidanaapabilaorang  

tersebutataupelakutelahmemenuhiunsurkesengajaanuntukmenimbulkan rasa 
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sakit pada orang lain denganmenimbulkanluka pada tubuh orang lain 

sehinggamerugikan orang lain. 

B. Faktor-faktorpenyebabterjadinyapenganiayaan di wilayah 

hukumPolresSalatiga 

KejahatanPenganiayaan yang dilakukanbeberapa orang 

inimerupakankejahatan yang sangatmerisaukanmasyarakatsetempat. Terlebih 

para pelakupenganiayaaninilebihdarisatu orang dan 

mengakibatkankorbannyameninggal, 

sehinggamasyarakatsetempatkhawatirdengankejahatanpenganiayaaniniterjadila

gi. 

Penulisdalamhalinisangattertarikuntukmelakukanpenelitianlebihlanjutmengenai

kasuspenganiayaan yang mengakibatkanhilangnyanyawaseseorangini.  

Banyak pendapattentangpenyebabkejahatan. Ada yang 

berpendapatbahwalingkunganadalahhal yang 

dapatmempengaruhiseseoranguntukmelakukankejahatan, ada juga yang 

berpendapatbahwastrukturkepribadianpelakulah yang 

menyebabkanseseorangmelakukankejahatanterdapatbeberapafaktor 

yangmenjadipenyebabataulatarbelakangterjadinyakejahatanpenganiayaan 

yangmengakibatkanhilangnyanyawaseseorangtersebutterdapatbeberapafaktor: 

a) FaktorEmosional 

Emosimerupakansebuahperasaan yang 

mendorongseseoranguntukmemberikanresponataubertingkahlaku pada 

halbaikatauhalburukdaridalamatauluardirinya. 
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Emosisendiridapatberupaperasaanamarah, ketakutankebahagiaan, cinta, 

rasa terkejut, jijik dan rasa sedih. Semuagejalaemositersebutsepertiamarah, 

ketakutan, rasa gembira, senang, stres 

dansebagainyamempengaruhiperubahanfisikseseorang, emosi juga 

bisamenjadipenyebabkejahatandikarenakan para pelaku yang kesal dan 

marah dan meluapkanemosinyakepada korban melaluikekerasan.  

DalamhasilwawancaradenganpenyidikReskrimPolresSalatigabahwap

ara pelakupenganiayaan yang 

mengakibatkanhilangnyanyawaseseorangtersebutkarenafaktoremosidengan 

korban karenatidakmaumemberikanuangkeamananatauuang tong, 

merekasempatcekcok dan laluemosi dan memukulikorban denganalat 

bantu sepertitongkatbissbol dan tangan.Terlebihlagi parapelaku yang 

masihadadibawahumurmakaemosidari para pelakumasihlabil,dan 

masihinginmenggunakankekerasandalamsetiaphal. 

b) FaktorLingkungan 

Baikatauburuknyatingkahlakuseseorangsangatdipengaruhi 

olehlingkungandimana pun orang tersebutberada, pada pergaulan yang 

diikutidenganpeniruansebagaicontohmisalkanada orang dewasa yang 

melakukankekerasandan dilihat oleh 

anakmakakemungkinanbesaranaktersebutakanmenirukancara-

carakekerasandalammenyelesaikanmasalah di kemudianhari, 

sertasuatulingkunganakansangatberpengaruhterhadapkepribadian dan 

tingkahlakuseseorang.  
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Lingkungan yang sayamaksudadalahlingkunganmasyarakatitusendiri 

dan lingkungankeluarga. Pergaulandenganteman-teman yang salah 

dantetanggasertakeluarga yang tidakharmonis, merupakan salah 

satupenyebabterjadinyaseseorangmelakukankejahatan. 

Makadalamhalitumenunjukanbahwadalammemilihtemanharusmemperhati

kansifat, prilakusertakeperibadianseseorang. Didalamkasuspenganiayaan 

yang sayatelitisaatinilingkungan yang buruksertapertemanan yang 

burukmakaakanterjadihal-halyang sangatdirugikan salah 

satunyatindakpidanapenganiayaanini.  

Para pelakupenganiayaaninihasildarilingkungan yang salah, salah 

dalamhalmemilihpertemanansehinggamerekamenjaditerhasutatauterikutdal

amhal-halyangburuk.  

Hasil 

dariwawancarasayadengananggotaReskrimPolresSalatigamengatakanlingk

ungansertapertemanan yangburukakansangatmempengaruhitingkahlaku 

para pelakusehinggamerekamengarahkepadahal yang menyimpang dan 

juga akanmengarah pada hal-halkejahatan. 

c) FaktorKenakalanRemaja 

Kenakalanremajaialahtindakperbuatansebagian para remaja 

yangbertentangandenganhukum, agama dan norma-normamasyarakat, 

sehinggaakibatnyadapatmerugikan orang lain, 

menggangguketentramanumum dan jugamerusakdirinyasendiri. 

Apabilatindakan yang samadilakukan oleh orangdewasa, 
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halitudisebutkejahatan (kriminal), sepertimembunuh, 

merampok,memperkosa, menodong dan menganiaya. Tindakan-

tindakantersebutdapatdituntut di mejahijau, dan 

jikasipelakuternyatabersalahmakaiaakandijatuhihukuman yang 

sesuaidengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Akan tetapi, bilatindakan yang melawanhukumitudilakukanoleh 

anak-anak danremaja yang usianya di bawahenambelastahun, 

makakepadaanaktersebuttidakdikenakanhukumanseperti orang 

dewasa.BerdasarkanPernyataandiatasmakadapatdisimpulkanbahwa, 

orangyang 

melakukankejahatanterdiridaribeberapafaktorpenyebabyaitufaktoremosion

al, faktorlingkungansertafaktorkenakalanremaja. Sehingga para 

pelakuberanimelakukankejahatanpenganiayaan yang 

mengakibatkanhilangnyanyawaseseorang 

C. Upayapenanggulanganterhadaptindakpidanapenganiayaan di wilayah 

hukumPolresSalatiga 

Kejahatanmerupakanmasalahdalamkehidupanmanusia. 

SeiringdenganPerkembanganmasyarakat dan kemajuanilmupengetahuan dan 

teknologi, makakejahatan pun turutberkembangdalamberbagaijenis dan 

bentuknya, yang padasisi lain juga sekaligusmenunjukanpenderitaan para 

korban dariberagamkejahatan. 

Walaupundemikianmanusiatidakpernahputusasamenghadapikejahatan dan 
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berusahauntukmenemukancara yang 

terbaikuntukmengurangiataumenekanjumlahkejahatan. 

Banyak faktorpenyebabkejahatan yang menyebabkanseseorang 

melakukankejahatan. 

Makaharussegeradiadakanupayauntukpenanggulangan.Kebijakanpenanggulang

ankejahatanatau yang biasadisebutdenganpolitikkriminalmerupakanusaha yang 

rasionaldarimasyarakatuntukmenanggulangikejahatan. 

Menanggulangiberartisebagianusahauntukmengendalikankejahatan agar 

beradadalambatas-batastoleransimasyarakat. Cara-

carapemberantasankejahatanmelalui; 

1. Pencegahankejahatan, 

dalampelaksanaanpencegahankejahatanditujukanterhadap; 

a. 

Kecenderunganjahatdenganpencegahankriminalilmukedokteran,penceg

ahankriminilsosial (Kecenderunganjahat yang 

timbulkarenatekanansosial, misalnyakelaparan, kemiskinan), 

pencegahankriminililmupenyakitjiwa 

(kecenderunganjahattimbulkarenaadanyakelainan 

jiwa). Pencegahankejahatandilakukandenganbantunahlipenyakitjiwa. 

b. Perbuatanjahat, 

carapencegahanterhadapperbuatanjahatdapatdilakukan\dengancarabantu

anmasing-masingpenduduk, kegiatanpolisi, dan lain- lain. 
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2. Diagnosakejahatan, yaituuntukmenentukanapakahsuatukejahatantelahterjadi 

dan mengusutsiapapelakunya. Untukpelaksanaannya agarberpedoman pada 

ketentuansertaperaturan yang berlaku. 

Dalammenentukandiagnosaharusmelaluiempattingkatan; 

a. Bilaterjadisuatuperistiwaharusdiselidikiterlebihdahuluapakah 

perisitiwatersebut, termasukpidanaataubukan. 

b. 

 Bilatelahdiketahuimerupakanperistiwapidanamakaharusdicaripeng

aturan yang telahdilanggar dan perhatikanunsur-unsurnya. 

c.  Kemudiancari modus operandinyadenganmelakukanpenyidikan. 

d.Melakukantindakanpenyidikanuntukdapatmengungkapkasusnyasertapara 

pelakunya. 

Pencegahankejahatanmerupakanpendekatansederhana dan terarah 

yangdapatmenghindarkanmasyarakatdariresikomenjadi 

korban.Berdasarkanpolitikkesejahteraanmasyarakat, 

tindakanpencegahanterjadinyakejahatansangatpentingataulebihtepatkalaudik

atakanharusdiutamakan. Karena 

perbuatankejahatanakanmenggangguperkembangansector-

sektorkegiatansosialekonomiataukesejahteraansosial pada 

umumnyadalampengertian yang luas. 

Upaya yang 

dapatdilakukanuntukmenanggulangitindakpidanapenganiayaan yang 

mengakibatkanhilangnyanyawaseseoranginimelaluijalur non penal 
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(pencegahan) dapatdilakukandengancaramemberikanpembekalan agama, 

lingkungansekitar, pergaulan, dan lain sebagainyakepada para anakmuda 

agar 

mencegahtimbulnyaperilakumenyimpangdikalanganpergaulansosialkhususn

ya, dan peranKepolisianPolresSalatiga juga 

bisamenanggulangikejahatanpenganiayaan yang 

mengakibatkanhilangnnyanyawaseseoranginidengancarapatrolirutin di 

sekitarantempat-tempat yang rawanakankejahatan, raziaditempat-tempat 

yang seringdikunjungianakmuda yang melakukanbalapan liar, serta juga 

melakukanpenyuluhanke wilayah-wilayah yang rawanakankejahatan agar 

merekamengetahuisanksi-sanksiapa yang 

akandijatuhkanbilamerekamelakukankejahatan dan 

peranBhabinkhamtibnasselakupenegakhukum yang mengayomimasyarakat, 

sehinggapelakuakanmemahamiperilaku yang iaperbuatadalah salah, yang 

bertujuan agar pelakumengarahkehal-hal yang lebihpositif. 

Demikianlahbisakitabedakan, 

bahwaupayapenanggulangankejahatanlewatjalur penal lebihmenitikberatkan 

pada sifatrepresifseseudahkejahatanterjadi, sedangkanjalur non penal 

lebihmenitikberatkan pada sifatpreventifsebelumkejahatanterjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Sebagaipenutupdariskripsiinipenulismencobamenarikkesimpulan dan 

saran-saran yang adahubungannyadenganpermasalahantersebut di atas. 
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A. Kesimpulan 

1. MekanismePenerapanpidanaterhadaptindakpidanapenganiayaanPasal 351 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

bahwasuatupenerapanpidanaterhadaptindakpidanatergantungpada  

dakwaan yang diajukan oleh JaksaPenuntutUmum dan pembuktian yang 

diajukan di persidangan, bisamembuktikanunsurtindakpidanapenganiayaan 

di dalamPasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

menyebabkan rasa sakitfisikataupunUndang-Undang  Hukum Pidana. 

Putusan Hakim lebihringan dan 

lebihberatdarituntutanjaksaPenuntutUmum dan 

lebihringandariancamanpidanaPasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Sebelumdilakukanpembuktianperludisimaksyaratformil dan 

materiilJaksaPenuntutUmumdalammembuatsuratdakwaanPasal 143 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 

2. Faktorpenyebabtindakpidanapenganiayaanyaitukarenapengaruhemosional, 

faktorlingkungan dan faktorremaja 

3. Upayapenanggulangandengan penal dan non penal 

dalamtindakpidanapenganiayaan 

B. Saran-Saran 

1. Gunamemperlancarjalannyasidanghendaknyapenyidikdidalammembuatber

kasperkarasebaiknyamelampirkansemuabukti yang 

adasertajangansampaiada yang 

tercecerataudianggaptidakdiperlukandalamsidangpengadilan dan 
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mengusahakansetiapberkasperkara yang 

akandilimpahkankesidangberdasarkanketentuan yang 

sesuaidengankesalahanatauperbuatannya. 

2. Penentuanseseorangbersalahatautidakadalahdipersidanganpengadilan, 

makaPenuntutumumberhakmengajukantuntutanpidanasesuaidenganundan

g-undang yang berlaku 

3. SebaiknyapenangananterhadapkasusPenganiayaan yang mengakibatkan 

hilangnyanyawaseseoranginidilakukandenganperhatiankhusus, 

sebabjikaadakejadianserupaatauterjadilagi, 

masyarakatsekitarpastimerasatakutatautidaknyaman. 

4. Berdasarkanfaktor yang telahdijelaskanbahwasannya salah 

satufaktordariseorangberbuatkejahatanialahfaktorkenakalanremaja, 

makadariituuntuk para 

remajapandailahkitauntukmemilihtemanataupergaulan, 

jangansampaikitaterjerumuskepadakenakalanremaja. 
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